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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari 

di Nagari Talang babungo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh  Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 

dalam Pasal 102, yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 

Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan 

pengawasan kinerja Wali Nagari. Penelitian ini  menggunakan metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Talang 

Babungo. Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada  karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang 

terlibat langsung dengan  permasalahan yang  diteliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara 

dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Badan Permusyawaratan Nagari belum melaksanakan fungsinya secaraa maksimal,  hal  tersebut disebabkan karena oleh 

BPN yang tidak melibatkan masyarakat saat membuat peraturan Nagari, sosialisasi BPN kepada masyarakat masih 

kurang sehingga banyak masyarakat yang tidak Mengetahui apa BPN dan apa tugas dari BPN yang menyebabkan 

partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi rendah.  

Keywords: Badan Permusyawaratan Nagari, Fungsi, Penyelenggaraan. 

Abstract: This study aims to describe the Implementation of the Nagari Consultative 

Body Function in Nagari Talang babungo. This research is motivated by the Solok 

Regency Regent Regulation Number 1 of 2023 in Article 102, which states that the BPN 

has the function of (a) discussing and agreeing on the Draft Nagari Regulations with 

the Nagari Wali, (b) accommodating and channeling the aspirations of the Nagari 

community, and (c) supervising the performance of the Nagari Wali. This research uses 

a qualitative method with a descriptive approach in Talang Babungo. The selection of 

informants in this study is based on certain characteristics, namely people who are 

directly involved with the problem under study. The data obtained and collected 

through the interview process and documentation, then analyzed using source 

triangulation techniques. The results showed that the Nagari Consultative Body has not 

carried out its functions optimally, this is because the BPN does not involve the 

community when making Nagari regulations, the socialization of the BPN to the 

community is still lacking so that many people do not know what the BPN is and what 
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the duties of the BPN are which causes citizen participation in conveying aspirations to 

be low, but its implementation has not gone well, the BPN is involved in technical 

supervision and even the implementation of development projects so that it blurs the 

boundaries between legislative and executive duties, thus hampering the 

implementation of the BPN.  

Keywords: Nagari Consultative Body, Function, Implementation 

PENDAHULUAN 

Dengan disahkan nya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Otonomi 

desa dan pengakuan desa adat akhirnya bisa diwujudkan dan dijamin secara legitimasi. Hal 

ini memperkuat posisi Pemerintah desa dengan memberikan mereka kewenangan yang 

lebih besar dalam mengatur urusan lokal mereka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kemandirian Desa dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan. Hal ini diatur dalam huruf  b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 

menyatakan “Pada masa Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Desa mengalami 

perkembangan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar 

menjadi kuat dan maju,mandiri dan demokratis, sehingga dapat meletakkan landasan 

kokoh bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, 

makmur, dan sejahtera.”  

Desa di Sumatera Barat di sebut dengan Nagari, Hal ini sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 

menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) 

penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan berlaku di Daerah setempat. Nagari 

Talang Babungo, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki struktur 

pemerintahan yang terdiri dari Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta Badan 

Musyawarah Nagari (BPN) sebagai legislatifnya. BPN berperan dalam menyerap aspirasi 

masyarakat dan berkolaborasi dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Namun, dalam pelaksanaannya. Sebagai pejabat pemerintah di Nagari, keduanya 

seharusnya bekerja sama untuk membina dan memakmurkan masyarakat. Pemerintahan 

Nagari Talang Babungo diatur oleh Peraturan Bupati kabupaten solok  Nomor 1 Tahun 

2023, yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan Nagari tersebut. 

Sebagai wujud pembentukan kebijakan di suatu Nagari, maka dalam undang-

undang Nomor 6 Tahun 2016 dibentuk suatu lembaga penasehat yang dahulu bernama 

Lembaga Permusyawaratan  Desa (LMD) yang fungsinya menetapkan peraturan desa 

dengan bekerjasama dengan kepala desa Sekaligus menerima dan menyampaikan aspirasi 

masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat di desa  
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yang bersangkutan, yang diputuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kemudian  

khusus di Sumatera Barat dan sekarang diubah menjadi Badan Permusyawatan Nagari 

(BPN). 

Menurut Afdhal (2014:9) Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disingkat 

dengan BPN merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan-

peraturan Nagari. Keanggotaan BPN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di 

Nagari yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda. 

Kedudukan BPN Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi 

rakyat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Solok No.1 Tahun 2023, BPN memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Nagari karena merupakan wadah 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap 

kinerja Wali Nagari dan menetapkan peraturan Nagari bersama pemerintah Nagari. hal ini 

dapat dikatakan keberhasilan suatu Nagari dapat dilihat dari seberapa efektif BPN 

menjalankan fungsinya. Di Nagari Talang Babungo, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) 

di atur dalam  Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 102, 

yang menyebutkan bahwa BPN memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati 

Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.  

Namun dalam mengimplementasikan fungsinya Badan Permusyawaratan Nagari 

(BPN) Talang Babungo menghadapi kendala Pertama, BPN belum efektif dalam 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat karena kurangnya pemahaman 

terhadap tugas dan fungsi tersebut. Akibatnya, peran BPN sebagai jembatan antara 

masyarakat dan pemerintah Nagari belum berjalan dengan baik. 

Kedua, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada 

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) disebabkan oleh rendahnya pemahaman 

masyarakat tentang apa itu BPN dan apa saja fungsi-fungsinya. Banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui bahwa BPN berperan sebagai perwakilan mereka dalam pemerintahan 

nagari, bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta mengawasi kinerja 

Wali Nagari. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat enggan atau tidak merasa perlu 

untuk menyampaikan pendapat, usulan, atau keluhan mereka kepada BPN, karena mereka 

tidak memahami bahwa BPN ada untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan 

mereka. Yang berakibat, fungsi BPN dalam menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi 

kurang optimal. 

Ketiga, kurangnya koordinasi anatara BPN dan wali nagari sehingga sering terjadi 

miscomunikasi. Koordinasi yang tidak optimal sering kali menyebabkan BPN tidak 

mendapatkan informasi penting terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan di Nagari, 
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terutama dalam hal pembangunan. Ketidakhadiran dan kurangnya keterlibatan Wali 

Nagari dalam berkoordinasi dengan BPN menciptakan kesenjangan dalam pengawasan 

dan pelaksanaan program, yang berpotensi mengakibatkan kegiatan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan perencanaan atau kebutuhan masyarakat. 

Metode 

Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan 

menggunakan  metode  deskriptif.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang 

jelas, berdasarkan  fakta,  dan  akurat  mengenai pelaksanaan fungsi Badan 

Permusyawaratan Nagari dalam melaksanakan fungsinya. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada hasil wawancara dan studi 

dokumentasi.  Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  pada  karakteristik 

tertentu  (Purposive Sampling), yaitu orang-orang  yang memahami  dan terlibat langsung 

dengan permasalahan yang diteliti (Nasution, 2023). Sehingga  informan dalam penelitian 

ini   adalah  Badan Permusyawaratan Nagari, Wali Nagari, Tokoh Mayarakat dan 

Masyarakat. Dalam memastikan  keabsahan  data,  dalam  penelitian ini  digunakan  teknik  

triangulasi sumber, karena  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  

beberapa  informan  atau beberapa sumber. Untuk mengolah data yang diperoleh, 

penelitian ini menggunakan tiga teknik  analisis  data,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  

data,dan  penarikan  kesimpulan menurut Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021: 

160-162) 

Hasil dan Pembahasan 

Implemantasi fungsi badan permusyawaratan nagari di nagari talang babungo, di 

atur dalam peraturan daerah kabupaten solok No.1 Tahun 2023 tentang wali nagari, 

perangkat nagari dan badan permusyawaratan nagari. pada pasal 102 meenyebutkan 

bahwa fungsi badan permusyawaratan nagari yaitu (a) membahas den menypakati 

peraturan nagari bersama wali nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat, (c)melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari. namun dalam 

pelaksanaannya BPN mengalalami beberapa kendala dalam menjalankan fungsinya. 

Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari dalam Implementasi 

Pemerintah di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok 

diantaranya yaitu : 

A. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada BPN 

karena kurangnya pemahaman terkait fungsi BPN  
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  Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat penting untuk 

memastikan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) berjalan maksimal karena BPN 

bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam Pemerintahan Nagari. Ketika 

masyarakat aktif berpartisipasi, BPN dapat memahami kebutuhan, masalah, dan harapan 

masyarakat secara lebih akurat. Hal ini memungkinkan BPN untuk membuat keputusan 

dan merancang peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat 

setempat. Selain itu, partisipasi yang kuat juga memperkuat legitimasi BPN, menciptakan 

transparansi dalam pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan antara 

masyarakat dan Pemerintah Nagari. Tanpa partisipasi yang memadai, BPN mungkin 

kesulitan untuk melaksanakan fungsinya dengan efektif, yang dapat berdampak negatif 

pada kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. 

  Berdasarkan hasil peneltian penulis, Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang Babungo masih 

kurang, yang menjadi hambatan bagi BPN dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat 

dilihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum forum pertemuan yang 

diadakan oleh BPN bahkan mereka lebih sering menyampaikan keluhan langsung kepada 

Wali Nagari karena tidak tahu apa fungsi dari BPN yang harusnya menjadi wadah bagi 

mereka untuk menyampaikan penadapat namun karena kuranganya sosialisasi terkait 

dengan BPN ini mengakibatkan masyarakat tidak tahu bahwa BPN merupakan 

perwakilan mereka dalam meyampaikan pendapat kepada BPN. Untuk meningkatkan 

efektivitas BPN, diperlukan upaya lebih dalam sosialisasi dan edukasi agar masyarakat 

lebih memahami fungsi BPN dan merasa lebih terlibat dalam proses Pemerintahan. 

Peningkatan partisipasi ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan peraturan 

yang disahkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. 

B. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) kurang memahami fungsinya sebagai 

perwakilan masyarakat 

  Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) harus memahami fungsinya sebagai 

perwakilan masyarakat karena peran ini adalah inti dari keberadaan BPN. Sebagai 

lembaga legislatif di tingkat Nagari, BPN bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan 

Pemerintah Nagari, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebutuhan 

serta kepentingan warga terwakili dalam setiap keputusan yang diambil. Tanpa 

pemahaman yang jelas tentang fungsi ini, BPN tidak dapat menjalankan tugasnya dengan 

efektif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang 

tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ketika BPN tidak memahami 
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perannya, mereka bisa menjadi pasif, mudah dipengaruhi oleh pihak eksekutif, dan 

kehilangan kemampuan untuk menjadi pengawas yang kritis dan independen. 

Pemahaman yang baik tentang fungsi sebagai perwakilan masyarakat juga 

memungkinkan BPN untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang kuat dengan 

warga, sehingga partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Nagari dapat meningkat, 

yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya Pemerintahan yang lebih transparan, 

akuntabel, dan responsif. 

  Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang Babungo menghadapi 

tantangan dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat. Kurangnya 

pemahaman anggota BPN tentang tugas dan fungsi mereka, yang seharusnya menjadi 

pilar legislatif yang independen, mengakibatkan ketidakefektifan dalam melaksanakan 

peran mereka. Hambatan ini diperparah oleh latar belakang anggota yang beragam, 

seperti pedagang dan petani, yang tidak memiliki pengalaman dalam Pemerintahan. 

Ketidakmampuan anggota BPN untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka 

telah menyebabkan BPN bekerja lebih sebagai formalitas dan menjadi rentan terhadap 

pengaruh Pemerintah Nagari, bukannya berperan sebagai lembaga pengawas yang 

mandiri. Situasi ini diperparah dengan rendahnya partisipasi masyarakat, yang mungkin 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari BPN mengenai peran mereka, sehingga 

masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa BPN adalah wadah untuk 

menyampaikan aspirasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada peningkatan 

kapasitas dan pemahaman bagi anggota BPN serta sosialisasi yang lebih intensif kepada 

masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses Pemerintahan Nagari. 

C. Kurangnya koordinasi antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari 

(BPN) 

  Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Wali Nagari sangat 

penting karena menjadi dasar bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang 

efektif dan akuntabel di tingkat Nagari. Melalui koordinasi yang baik, BPN dapat 

menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan lebih efektif, memastikan bahwa 

setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Wali Nagari sesuai dengan peraturan 

dan kebutuhan masyarakat. Tanpa koordinasi yang memadai, BPN mungkin tidak 

memiliki akses informasi yang cukup untuk memberikan masukan atau mengawasi 

jalannya Pemerintahan, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat atau 

kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi yang kuat 

memperkuat hubungan kerja sama antara BPN dan Wali Nagari, yang pada akhirnya 
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mendukung terciptanya Pemerintahan Nagari yang lebih responsif dan representatif 

terhadap aspirasi masyarakat. 

  Kurangnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan Wali 

Nagari menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan fungsi Pemerintahan 

yang efektif di Nagari Talang Babungo. Koordinasi yang tidak optimal sering kali 

menyebabkan BPN tidak mendapatkan informasi penting terkait rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di Nagari, terutama dalam hal pembangunan. Ketidakhadiran dan 

kurangnya keterlibatan Wali Nagari dalam berkoordinasi dengan BPN menciptakan 

kesenjangan dalam pengawasan dan pelaksanaan program, yang berpotensi 

mengakibatkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan atau 

kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan komunikasi 

dan koordinasi antara BPN dan Wali Nagari untuk memastikan penyelenggaraan 

Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi warga. Tanpa 

adanya koordinasi yang baik, fungsi BPN sebagai pengawas dan perwakilan masyarakat 

akan sulit terlaksana secara maksimal, sehingga dapat menghambat perkembangan dan 

kemajuan Nagari. 

Kesimpulan 

 Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Talang 

Babungo menghadapi berbagai kendala signifikan, termasuk kurangnya partisipasi 

masyarakat, pemahaman yang tidak memadai mengenai fungsi BPN, dan koordinasi yang 

lemah dengan Wali Nagari. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BPN dan 

minimnya sosialisasi mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam menyampaikan 

aspirasi. Selain itu, anggota BPN yang tidak memahami sepenuhnya fungsi mereka dan 

kurangnya koordinasi dengan Wali Nagari menghambat efektivitas pengawasan dan 

legislasi. Untuk meningkatkan kinerja BPN, diperlukan upaya dalam meningkatkan 

kapasitas anggota, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, dan meningkatkan 

koordinasi antara BPN dan Wali Nagari agar fungsi pengawasan dan perwakilan 

masyarakat dapat dijalankan secara efektif. 
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